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* Gaji Anggota DPRD Kota

Yogya Rp35 Juta/Bulan

YOGYA, TRIBUN - Gaji dan
tunjangan anggota DPRD
Hota Yogyakarta bakalan
naik cukup fantastis per

Rp3,6 miliar untuk em-

pat bulan. Selain itu, pem-

berfan ini gaji ini juga ada
tentuan

Keuangan
[BPKAD) Kota Yogyakarta,
Kadri Renggono, Minggu
27/8).

Dia menjelaskan, beberapa
tunjangan yang tkut men-

tiga kali dalam
setahun. Satu kali reses
dialokasikan Rpl4 juta bagi

miliar dalam satu bulannva.
ini. sudah kami ar rkan

“Untuk kenaikan gaji

e -

gerek kenaikan gaji anggota
dewan tersebut. Di anfaran-
va adalah tunjangan trans-
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Jika dihitung total dalam
sebulan ada tambahan Rpl
millar untuk penambahan
penghasilan dewan,” papar
Kadri. d

Pihaknya menambahkan,
terdapat pula tunjangan
komunikasi intensif dari
sebelumnya Rp4 juta men-
jadi Rpl4 juta per bulan.
Kemudian ada juga tunjan-
gan perumahan Rpl0 juta
per bulan. Dengan adanya
beberapa tunjangan terse-
but gaji bagi anggota dewan
mencapai Rp35 juta per
bulan. Sementara, pada
periode Januari hingga
Agustus mencapai Rpll,1
juta per bulan.

Kadri menambahkan, hak
keuangan untuk September
hingga Desember ini juga
tidak akan dirapel pada bu-
lan selanjutnya. Kesiapan

pembayaran gaji baru bagl
anggota dewan fitn seiring
kelengkapan administrasi
keuangan.

"Anggaran untuk gaji
dewan ini sudah masuk di
APBD perubahan 2017 dan

daerah sebagai tin-

dak lanjut PP 18/2017 terkait

hak keuangan anggota dan
pimpinan dewan,” ujamya.

Hati-hati

Ketua DPRD Kota Yog-
yakarta, Sujanarko men-
yatakan, kenaikan gaji ini
disikapi sebagai sebuah
cambuk untuk meningkat-
kan kinerja. Hal ini kare-
na ada beberapa pekerjaan
yang harus dituntaskan oleh
kalangan legislatif itu.

“Bukan persoalan sen-
ang atau tidak dengan tun-
jangan ini. Bagi saya ada
konsekuensi terkait den,
output legislatif yang lebih
baik. Selain itu juga tupoksi
(tugas pokok fungsi) harus
dilakukan.” jelasnya. Ming-
gu (27/8).

Pihaknya pun berhati-hati

dengan keluarnya PP 18 ta-
hun 2017 inl. Pasalnya, pen-
galaman pada tahun 1999
hingga 2004 di mana keluar
PP 110 yang mengatur dana
purna tugas justru menjadi
sandungan bagi sebaglan
besar anggota DPRD Kota
Yoy 0

“Harus hati-hati benar da-
lam mengelola (tunjangan)
ini. Aturan dalam PP pun
Jangan diimplemantasikan
sendiri dan ditelan men-
tah-mentah.” kata Sujanar-
ko.

Selain itu, dia meminta
pihak eksekutil untuk tdak
sekali-kali menyembun-
yikan surat edaran yang ber-
hubungan dengan PP terse-
but. Sekecil apapun jika ada
aturan ataupun surat ter-
kait PP ini, sangat penting.

“Kalau toh kepala daerah
memberi warning, berikan
pada kami. Jangan sampai
tidak dikeluarkan dan jadi
masalah seperti kasus de-
wan periode 1999 hingga
2004, katanya. (ais)
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